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BAB I 
PENDAHULUAN  

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan 

SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Seiring dengan ditetapkannya Undang-

undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  

Pemerintahan Daerah yang menandai lahirnya paradigma baru 

perencanaan pembangunan yang  berpijak pada pembagian urusan 

pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota, upaya untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-

undangan tersebut dan memenuhi kebutuhan akan perencanaan 

pembangunan daerah maka Pemerintah  Kabupaten Purbalingga melalui 

Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor : 050/2066 Tanggal 1 Februari 

2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah 

(Renja PD) Tahun Anggaran 2024 yang pada dasarnya mengatur tahapan 

penyusunan rencana serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan daerah mewajibkan setiap Organisasi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah untuk menyusun  Rencangan Akhir Rencana Kerja 

(Rankir Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) 

tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima 

tahunan dalam Rencana Strategis (Rensta) SKPD kedalam perencanaan 

tahunan yang sifatnya lebih operasional.  

Sebagai salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok 

membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang 

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan 

Sub Urusan Kebakaran sesuai dengan Visi, Misi dan Program Bupati 

sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD), berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan dasar 

sesuai dengan Sasaran Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

yang telah ditetapkan sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik 
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(good governance). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Purbalingga dengan Visi yaitu “PURBALINGGA 

YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT 

SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA.”. Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Purbalingga melaksanakan sesui dengan Misi ke 2, yaitu : 

“Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan 

bertaqwa kehadirat Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan 

paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan 

tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

berdasarkan Pancasila dalam bingkai NKRI”, sehingga akan dilakukan 

upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai terwujudnya visi dan misi 

tersebut. 

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sendiri berkaitan erat dengan 

kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, 

mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan yang 

ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu satu tahun 

kinerja. Kualitas dari dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja sangat 

ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan dalam 

mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam 

Forum SKPD dan Musrenbang RKPD. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama 

yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan 

tahap penetapan Renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan 

tim penyusun Rencana Kerja (Tim Penyusun Renja) SKPD, orientasi 

mengenai Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data 

dan informasi. Penyusunan  Rencana Kerja (Renja) Tahun ke 3 SKPD 
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merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan sebelum 

disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif 

Rencana Kerja (Renja) adalah merupakan suatu proses yang 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) 

tahun kedepan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala 

serta isue-isue strategis yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk 

menyikapi hal tersebut, maka Rencana Kerja (Renja),  mencakup :  

1. Pernyataan sasaran strategi, tujuan dan sasaran serta indikator 

kinerja organisasi perangkat darah; 

2. Rumusan tentang tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat 

daerah; 

3. Uraian tentang program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan 

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun ke depan; 

4. Uraian tentang permasalahan dan kendala yang mungkin dihadapi 

organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) 

tahun ke depan serta sulusi apa yang akan digunakan dalam 

menangani kendala atau permasalahan. 

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilihat dari karakteristik/sifat, 

adapun yang mendasari terkait adanya karakteristik/sifat dari suatu 

Rencana Kerja di tahun 2024, hal-hal tersebut meliputi: 

a. Mengacu pada adanya tindakan, hal ini berarti bahwa cara-cara yang 

terkandung dalam Rencana Kerja memberikan pemahaman bahwa 

suatu rencana mengandung adanya tindakan-tindakan yang 

dibutuhkan dalam mencapai kondisi yang diharapkan.  

b. Terdapatnya bagian dari organisasi yang melaksanakan Rencana 

Kerja dampaknya terhadap organisasi. Hal ini berarti bahwa Rencana 

Kerja yang memadai harus menunjuk pada adanya pelaku yang 

bertanggung jawab, baik dari segi proses perencanaan, pelaksanaan 

dari rencana dan pengukuran hasil-hasilnya. Selain itu Rencana 

Kerja tersebut harus mampu menjelaskan dampak apabila dijalankan 

terhadap organisasi terkait.   

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Surat 

Edaran Bupati Purbalingga Nomor 050/2066 Tanggal 1 Februari 2023 
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tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah (Renja 

PD) Tahun Anggaran 2024. Adapun dalam Penyusunan Rancangan Renja 

Perangkat Daerah (Renja PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Purbalingga di tahun 2024 sebagaimana penyusunan tahun-tahun 

sebelumnya, dilaksanakan dengan metode swakelola. Pemilihan metode 

tersebut didasarkan pada pertimbangan Perangkat  Daerah  salah satu 

dokumen perencanaan publik. Selain itu penyusunan Rencana Kerja 

(Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga juga 

memperhatikan kriteria keterkaitan, konsistensi, kedalaman, kelengkapan 

dan keterukuran serta melibatkan keseluruhan pendekatan teknokratik, 

partisipatif, bottom up/ top down serta politik. 

Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan 

yang meliputi pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat 

Daerah (Renja PD), dengan berorientasi pada  agenda kerja dan  

penyiapan data dukung perencanaan program serta kegiatan prioritas 

Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten Purbalingga di tahun 2024,  Tim 

Penyusun Renja juga didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Perangkat Daerah yang dipandang mampu memberikan kontribusi dalam 

perencanaan. Sementara itu untuk memudahkan koordinasi penyusunan, 

dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi serta memanfaatkan media sosial 

melalui group Tim Penyusunan dengan Stakeholder Pengampu Bidang 

Pemerintahan dan Kesra pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga. 

Hal ini merupakan salah satu upaya memberikan kemudahan dan 

kecepatan koordinasi kerja tim. Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) 

untuk memberikan panduan kepada Satuan Polisi Pamong Praja  

Kabupaten Purbalingga diawali dengan perumusan Rencana Kerja dan 

berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 

waktu 1 (satu) tahun.  

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Purbalingga bertujuan untuk bahan menyempurnakan rancangan melalui 

proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas 

yang tercantum dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Kabupaten 

Purbalingga tahun anggaran 2024 dan mengharmoniskan serta 
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mensinergikan terhadap prioritas sasaran pembangunan nasional dan 

provinsi. 

Dengan memperhatikan relevansinya  kebijakan, pada prinsipnya 

sebuah kebijakan menjadi  relevan dan dapat dipedomani bagi suatu 

daerah, karena beberapa karakteristik, yaitu: 

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum 

(seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu. 

2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu 

daerah merupakan   tujuan dari kebijakan tersebut. 

3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya suatu 

daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud. 

Sementara itu kebijakan lainnya memiliki dampak strategis bagi 

daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik, seperti : 

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi 

pengembangan daerah. 

2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu 

daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu. 

Proses Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dalam 

gambar 1 dibawah ini : 



Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024           6 

 

Gambar 1.1.  
Bagan Alir Tahapan Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 
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1.2 DASAR HUKUM 

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (Renja PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2024, meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020  

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 

Nomor 98); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5.); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub 
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Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 158); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 

Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam 

Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

159); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 

Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesua Tahun 2020 Nomor 

1781); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 

Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal  (Berita 

Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-

5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga; 

20. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor: 050/2066 Tanggal 1 

Februari 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja 

Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun Anggaran 2024; dan 

21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

1) Maksud 

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah 

menjabarkan perencanan pembangunan di bidang Urusan 

Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta 
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Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran selama 1 

(satu)  tahun anggaran 2024. 

2) Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Purbalinga tahun 2024 adalah sebagai 

pedoman dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan 

Polisi Pamong Praja selama tahun anggaran rencana. Adapun 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Purbalingga tahun 2024 bertujuan sebagai berikut: 

a. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan rencana pembangunan di bidang Ketentraman 

dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sub 

Urusan Kebakaran pada tahun 2024;  

b. Sebagai pedoman untuk penyusunan RKA Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;  

c. Untuk mencapai penggunaan sumber daya yang dimiliki secara 

efektif, efisien dan berkelanjutan. 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Purbalingga Tahun Anggaran 2024 disusun mengacu pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah,SertaTata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangk Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, adapun dalam  Sistematika Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen 

perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun, yang 
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memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik 

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun 

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, 

adapun dalam bab I pendahuluan, meliputi : 

4.1. Latar Belakang 

4.2. Landasan Hukum 

4.3. Maksud dan Tujuan 

4.4. Sistematika Penulisan 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA  PD TAHUN LALU  

 Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan 

Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan ca-

paian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun 

berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-P 

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target 

Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan 

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. 

Review mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat 

Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang 

bersangkutan, meliputi 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra PD  

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 

2.4  Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024. 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan    

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 Bab III ini Dalam perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja 

(Renja) Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 selain 

didasarkan pada rumusan isue-isue penting penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan 

sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan 

penelaahan seperti: 

2.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah  
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BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 Bab IV ini memuat Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 yang berisi 

program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk 

mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis (Renstra) 

Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2021-2026 untuk mendukung 

prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah 

maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Ketentraman 

dan Ketetiban Umum serta Perlindungan Masyarakat serta Sub 

Urusan Kebakaran 

BAB V PENUTUP 

 Bab V ini Hal-hal yang perlu ditambahkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024                                    13 

 

BAB II 

EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2022 

 

 
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 

2022 

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong 

Praja tahun 2022 dan pencapaian kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Purbalingga 2021-2026 dilakukan untuk mengidentifikasi 

sejauhmana kemampuhan Satpol PP Kabupaten Purbalingga dalam 

melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi 

pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Satpol PP serta 

hambatan dan permasalahan yang dihadapi. 

Satpol PP Purbalingga  Tahun 2022 telah melaksanakan 3 (tiga) 

program yang tercantum dalam penetapan kinerja dengan 1 (satu) program 

yang sifatnya non urusan atau supporting terhadap program utama atau 

urusan wajib yang berjumlah 2 (dua) Program. Proporsi Anggaran 

Perubahan Tahun 2022 yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Purbalingga Sebesar Rp. 9.349.261.000,00, meliputi Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 7.350.503.000,00., 

realiasi sebesar Rp. 6.359.009.031,00, dengan tingkat capaian realisasi 

anggaran 86.51 %,  Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum sebesar   Rp. 867.998.000,00, realiasi sebesar Rp. 825.935.980,00, 

dengan tingkat capaian realisasi anggaran 95,15 %, adapun dalam rangka 

mendukung Proram Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan 

Kebakaran dan Non Kebakaran, dengan anggaran sebesar Rp. 

1.130.760.000,00, realiasi sebesar Rp. 651.423.500,00, dengan tingkat 

capaian realisasi anggaran 57,60 % .  

Anggaran dalam rangka mendukung 3 (tiga) prorgam bersumber dari 

APBD Murni dan APBD Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 

Anggaran 2022 dengan anggaran  sebesar Rp. 9.349.261.000.00, realisasi 

anggaran sebesar Rp. 7.836.368.511,00, dengan tingkat capaian sebesar 

83,82 % atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “Berhasil”. Adapun 



Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024                                    14 

 

Rincian evaluasi realisasi program dan Kegiatan Satpol PP Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2022 sebagaimana dalam Tabel II.1 dibawah ini : 
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Tabel II.1.  
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan 

Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022 
Kabupaten Purbalingga 

OPD : Satuan Polisi Pamong Praja 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah 

Dan Program/Kegiatan 

Indikator 

Kinerja Program (outcome)/ 

Kegiatan (output) 

Target capaian 

kinerja Renstra 

PD 

Tahun 2026 

(akhir periode 

Renstra PD) 

Realisasi target 

kinerja hasil pro-

gram dan keluaran 

kegiatan s/d tahun 

2021 (tahun n-3) 

Target dan realisasi kinerja program dan 

keluaran kegiatan PD tahun 2022 

(tahun lalu /n-2) 

Target program / 

kegiatan Renja  PD 

tahun berjalan 

(tahun n-1) 

Perkiraan realisasi capaian 

target program/kegiatan 

Renstra PD s/d dengan tahun 

2023 

(tahun berjalan/n-1) 

Tingkat capaian 

(%) 

Target Realisasi 
Tingkat 

Realisasi (%) 
realisasi capaian 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

1    
 WAJIB      YANG BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR 
                

 

1 05   

 URUSAN  PEMERINTHAN            BI-

DANG KETENTERAMAN    DAN    KET-

ERTIBAN    UMUM SERTA PERLIN-

DUNGAN MASYARAKAT 

                

 

1 05 1   PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

1. Prosentase Ketersediaan 

Laporan Capaian Kinerja 

2. Persentase Temuan 

Pengelolaan Anggaran yang 

Ditindak lanjuti 

3. Persentase Ketersediaan 

Layanan Kepegawaian, 

Administrasi Umum dan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

4. Persentase Pengelolaan 

Administrasi Aset Milik 

Daerah Sesuai Ketentuan 

5. Persentase Pengadaan 

Barang Milik Daerah[ 

6. Persentase Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

100 100% 100 % 96,14% 96% 100 296,15 296% 

Lembar: 1 dari 4 
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1 05 1.2 01 1 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Tersusunnya Dokumen Renstra 

dan Renja 
2 2 1 1 100% 1 4 200% 

1 05 1.2 01 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Evaluasi 
(LKPJ, LKj-IP, Laporan 
Bulanan, Laporan 
Pengendalian Renja, SPIP dan 
lembar kerja database SIPD) 
yang tersusun 

2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100% 100 5 250% 

1 05 1.2 02  
Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

Persentase Dokumen 
Administrasi Keuangan Yang 
disusun sesuai ketentuan 

100 100 100 89,76 90% 100 296,60 297% 

1 05 1.2 02 1 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang gaji dan 

tunjangannya terbayar tepat 
waktu 

51 Org 51 Org 51 Org 46 Org 90% 46 Org 143 311% 

1 05 1.2 02 2 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Jumlah kunjungan lapangan / 
survey / 
koordinasi/undangan/SPPD 
dalam kota dan dalam negeri 

327 ok 

289 ok 

327 ok 

289 ok 

327 ok 

289 ok 

327 ok 

289 ok 

100% 

100% 

327 ok 

289 ok 

981 

867 

245% 

217% 

1 05 1.2 02 6 
Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Tersusunnya SPM, LRA, LKPJ, 
LPPD, LKJ-IP laporan 
keuangan 

6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 100% 6 dok 18 300% 

1 05 1.2 05  Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

         

1 05 1.2 04 1 
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan  

Tercapainya Informasi Tentang 
Cukai dan Bahaya Merokok 
Kepada Masyarakat 

50 13 0 0 0% 20 13 26% 

1 05 1.2 04 2 
Pengadan Pakaian DinasBeserta Atribut 
Kelengkapannya 

Tersedianya Pakaian 
DinasBeserta Atribut 
Kelengkapannya 

110 paket 110 107 107 100% 107 324 295% 

1 05 1.2 06  
Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi 

Umum Penunjang Operasional 
Kantor 

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 100% 12 36 300% 

1 05 1.2 05 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 
Penerangan Bangunan Kantor 

tersedianya perlengkapan listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 100% 12 36 300% 

1 05 1.2 04 4 Penyediaan Bahan logistik kantor tersedianya bahan logistik 
kantor 

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 100% 12 36 300% 

1 05 1.2 05 6 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan 
perundang-undangan 

tersdianya surat kabar/majalah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 100% 12 36 300% 

1 05 1.2 05 8 Fasilitasi kunjungan tamu tersedianya jamuan tamu 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 100% 12 36 300% 

1 05 1.2 05 9 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan 
konsultasi SKPD 

tersedianya jamuan rapat 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 100% 12 36 300% 

1 05 1.2 05 10 
Dukungan Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 
SKPD 

tersedianya honor operator 
SIMDA dan SIM ASET serta 
SIPD 

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 100% 12 36 300% 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah 

Dan Program/Kegiatan 

Indikator 

Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (out-

put) 

Target capaian 

kinerja Renstra PD 

Tahun 2026 (akhir 

periode Renstra PD) 

Realisasi target 

kinerja hasil pro-

gram dan keluaran 

kegiatan s/d tahun 

2021(tahun n-3) 

Target dan realisasi kinerja program dan 

keluaran kegiatan PD tahun 2022 

(tahun lalu /n-2) 

Target program / 

kegiatan Renja  PD 

tahun berjalan 2022 

(tahun n-1) 

Perkiraan realisasi 

capaian target pro-

gram/kegiatan Renstra 

PD s/d dengan tahun 

2022 (tahun berjalan/n-

1) 

Tingkat ca-

paian 

(%) 

Target Realisasi 
Tingkat 

Realisasi (%) 
realisasi capaian 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

1 05 1.2 05 10 
Dukungan Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 
SKPD 

tersedianya honor operator SIMDA dan 
SIM ASET serta SIPD 

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 100% 12 36 300% 

1 05 1.2 08  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Tersedianya jasa penunjang Urusan 
Pemerintahan daerah 

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 100% 12 36 300% 

1 05 1.2 08 1 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya perangko, materai, dan jasa 
pos/pengiriman 

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 100% 12 36 300% 

1 05 1.2 08 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 
daya air dan listrik 

tersedianya daya listrik, air pam, jasa 
telekomunikasi, jasa internet  

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 100% 12 36 300% 

1 05 1.2 08 3 Penyediaan jasa peralatan dan 
perlengkapan kantor 

tersedianya jasa peralatan dan 
perlengkapan kantor 

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 100% 12 36 300% 

1 05 1.2 08 4 
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

tersedianya jasa  kebersihan, penjaga 
malam, operator komputer, 
pengemudi,dan tenaga teknis lainnya  

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 100% 12 36 300% 

1 05 1.2 09  
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Tersedianya Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

100 99,83 100 92,01 92% 100 292 292% 

1 05 1.2 09 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin 
lainnya 

100 0 100 0 0% 0 0 0% 

1 05 1.2 09 2 Pengadaan Saranan dan Prasarana 
Gedung Kantor atau bangunan lainnya 

Tersedianya Saranan dan Prasarana 
Gedung Kantor  

44 unit 9 18 18 100% 18 36 82% 

1 05 1.2 10  
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Terpeliharanya Barang Milik daerah 
penunjang urusan pemerintahan daerah 

100 99,83 100 92,01 92% 100 292 292% 

1 05 1.2 10 1 

Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya 
pemeliharaan,pajak dan perizinan 
kendaraan dinas operasional atau 
lapangan 

Kendaraan dinas yang dipelihara (ganti 
oli, ganti suku cadang, pajak, dll)  

100 99,83 100 92,01 92% 100 292 292% 

1 05 1.2 10 2 Pemeliharaan peralatan dan mesin 
lainnya 

terpeliharanya peralatan dan mesin 
lainnya 

100   100 100% 100 292 292% 

1 5 2   

Program Peningkatan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

1. Tingkat penyelesaian pelanggaran 
K3 (ketertiban, ketentraman, 
keindahan) 

2. Presentase Penegakan Perda 

 

99,96 

 

12,96 

99.65 

 

11,32 

99,66 

 

12,73 

100 

 

12,73 

100% 

 

100% 

99.65 

 

51,19 

299 

 

143 

75% 

 

193% 

1 05 2.2 01  
Penanganan Gangguan Ketentraman 
dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten / Kota 

Cakupan Pelanggaran Perda yang 
ditangani 

100 100 100 100 

 

100% 

 

100 

 

300 

 

300% 

 

  

Lembar: 2 dari 4 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah 

Dan Program/Kegiatan 

Indikator 

Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (out-

put) 

Target capaian 

kinerja Renstra PD 

Tahun 2026 (akhir 

periode Renstra PD) 

Realisasi target 

kinerja hasil pro-

gram dan keluaran 

kegiatan s/d tahun 

2020 (tahun n-3) 

Target dan realisasi kinerja program dan 

keluaran kegiatan PD tahun 2021 

(tahun lalu /n-2) 

Target program / 

kegiatan Renja  PD 

tahun berjalan 

(tahun n-1) 

Perkiraan realisasi 

capaian target pro-

gram/kegiatan Renstra 

PD s/d dengan tahun 

2022 

(tahun berjalan/n-1) 

Tingkat ca-

paian 

(%) 

Target Realisasi 
Tingkat 

Realisasi (%) 
realisasi capaian 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

1 05 2.2 01 1 

Pencegahan Gangguan ketentraman dan 
ketertiban umum melalui deteksi dini dan 
cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, 
pelaksanaan patroli, pengamanan dan 
pengawalan 

- Jumlah peserta pembinaan 
pencegahan Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

- Jumlah Patroli Pencegahan 
gangguan Trantibum 

- Pengamanan dan pengawalan VIP 
dan VVIP 

300 
 
 

40 224 36 16% 50 126 42% 

60 58 162 162 100% 60 280 467% 

488 146 100 100 100% 145 436 89% 

1 05 2.2 01 2 

Penindakan atas gangguan ketentraman 
dan ketertiban umum berdasarkan perda 
dan perkada melalui penertiban dan 
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan 
massa 

- Jumlah patroli penindakan gangguan 
trantibum 

- Jumlah Penertiban PKL 
- Jumlah razia Reklame yg 

melanggaran aturan 

234 kali 198 kali 9 kali 49 kali 544% 234 445 91% 

144 kali 50 kali 54 kali 51 kali 94% 144 245 99% 

120 kali 24 kali 16 kali 72 kali 450% 120 216 180% 

1 05 2.2 01 5 

Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Satuan Perlindungan 
Masyarakat Termasuk dalam 
Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak 
Asasi Manusia 

- Jumal Satpol PP yang mengikuti 
Pembinaan 

- Jumlah Kegiatan Korps Musik 
Pemda 

 

110 Org 92 Org 110 Org 109 Org 99% 110 Org 301 Orang 274% 

54 kali 5 kali 5 kali 15 kali 300% 5 kali 74 kali 137% 

1 05 2.2 01 7 

Kerjasama antar lembaga dan kemitraan 
dalam teknik pencegahan dan 
penanganan gangguan ketentraman dan 
ketertiban umum 

Jumlah kerjasama antar lembaga dan 
kemitraan dalam upaya pencegahan 
dan penanganan gangguan trantibum 

9 kerjasama 3 kerjasama 4 kerjasama 4 kerjasama 100% 4 kerjasama 12 kerjasama 133% 

1 05 2.2 02  
Penegakan Peraturan daerah 
Kabupaten/Kota dan Peraturan 
Bupati/wakil Bupati 

Persentase Perda / Perkada yang 
mengandung sanksi ditegakkan 

55 Perda/Perkada 4 Perda 5 Perda 7 Perda/ 

Perkada 

140% 5 Perda/Perkada 16 29% 

1 05 2.2 02 1 Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Bupati/Wali Kota 

Jumlah masyarakat yang mengikuti 
kegiatan sosialisasi 

250 Org 375 Org 36 Org 36 Org 100% 36 Org 451 Org 2% 

1 05 2.2 02 2 
Pengawasan atas kepatuhan terhadap 
pelaksanaan peraturan daerah dan 
peraturan bupati/wali kota 

Jumlah Patroli Pengawasan atas 
kepatuhan pelaksanaan Perda dan 
Perkada 

60 Kali 30 Kali 30  kali 39 kali 130% 39 kali 105 175% 

1 05 2.2 02 3 
Penanganan atas pelanggaran peraturan 
daerah dan peraturan bupati/wali kota 

Jumlah penyelesaian pelanggaran 
yustisi dan non yustisi 

7.600 Pelanggar 8.008 Pelanggar 7.900 

Pelanggar 

5.231 

Pelanggar 

66% 7.900 Pelanggar 21139 278% 

1 05 2.2 03  Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota 

Cakupan PPNS yang mengikuti 
Pembinaan PPNS 

73,69 12 12 9 75% 77,81 99 2475% 

1 05 2.2 03 3 Pengembang-an Kapasitas dan Karier 
PPNS 

Jumlah Kegiatan Pembinaan PPNS 2 2 2 2 100% 2 6 300% 

 

Lembar: 3 dari 4 



Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024            19 

 

 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah 

Dan Program/Kegiatan 

Indikator 

Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (out-

put) 

Target capaian 

kinerja Renstra PD 

Tahun 2026 (akhir 

periode Renstra PD) 

Realisasi target 

kinerja hasil pro-

gram dan keluaran 

kegiatan s/d tahun 

2020 (tahun n-3) 

Target dan realisasi kinerja program dan 

keluaran kegiatan PD tahun 2021 

(tahun lalu /n-2) 

Target program / 

kegiatan Renja  PD 

tahun berjalan 

(tahun n-1) 

Perkiraan realisasi 

capaian target pro-

gram/kegiatan Renstra 

PD s/d dengan tahun 

2022 

(tahun berjalan/n-1) 

Tingkat ca-

paian 

(%) 

Target Realisasi 
Tingkat 

Realisasi (%) 
realisasi capaian 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

1 05 0.4   
Program Pencegahan,Penanggulangan, 
Penyelamatan Kebakaran Dan 
Penyelamatan Non Kebakaran 

Persentase penanganan kejadian 
kebakaran 

100 100 100 97,73 98% 100 1199 300% 

1 05 0.4 02 01 

Pencegahan, Pengendalian, 
Pemadaman, Penyelamatan dan 
Penanganan Bahan Berbahaya dan 
Beracun Kebakaran Dalam Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan 
evakuasi korban kebakaran dan non 
kebakaran 

180 133 100 374 374% 220 727 404% 

1 05 0.4 02 03 
Penyelamatan dan Evakuasi Korban 
Kebakaran dan Non Kebakaran 

Jumlah Penanganan Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban Kebakaran dan Non 
Kebakaran. 

120 374 80 343 429% 90 770 642% 

1 05 0.4 02 06 
Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran 
dan Alat Pelindung Diri 

Tercukupinya Sarana dan Prasarana 
Pencegahan, Penanggulangan 
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 

30 unit 10 unit 18 paket 18 paket 100% 18 unit 46 12% 

1 05 0.4 04  
Pemberdayaan mayarakat dalam 
Pencegahan Kebakaran 

Persentase desa/kel yang 
mendapatkan sosialisasi dan edukasi 
masyarakat 

100 100 100 100 100% 100 900 750% 

1 05 0.4 04 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran melalui Sosialisasi dan 
Edukasi Masyarakat 

- Jumlah desa/kel yang mendapatkan 
sosialisasi dan edukasi masyarakat  

- Jumlah Relawan Kebakaran yang 
dibentuk 

- Jumlah Publikasi pencegahan dan 
Penanggulangan bahaya kebakaran 

- Jumlah Masyarakat yang mengikuti 
pelatihan pencegahan bahaya 
kebakaran 

1.000 Org 1.607 1.000 4.860 486% 1000 7467 486% 

 

 

 

Lembar: 4 dari 4 
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2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD 

Kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Purbalingga yang dianalisis 

merupakan berdasarkan indikator kinerja yang sudah di tentukan dalam 

Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi pembangunan derah, tata cara evaluasi 

rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka 

panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, 

serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, 

rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja 

pemerintah daerah, maupun yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Renstra 

Satpol PP Kabupaten Purbalingga  Tahun 2021-2026. 

Berdasarkan Pasal 37 Ayat (3) huruf e dan Pasal 37 Ayat (7) huruf a, 

serta Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah bahwa Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat Serta Sub Urusan Kebakaran, adapun dalam 

BAB II Pasal 2 huruf d angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Purbalingga “Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum Sub Urusan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan 

Kebakaran”, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh  

Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Purbalingga diatur memalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor. 51 

Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

SATPOL PP mempunyai fungsi : 
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a. perumusan kebijakan bidang Penegakan Perundang-undangan 

Daerah, bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 

serta bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat; 

b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Penegakan Perundang-

undangan Daerah, bidang Ketertiban Umum dan Ketetentraman 

Masyarakat, serta bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat; 

c. pelaksanaan kebijakan bidang Penegakan Perundang-undangan 

Daerah, bidang Ketertiban Umum dan Ketetentraman Masyarakat, 

serta bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penegakan Perundang-

undangan Daerah, bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat, serta bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat ; 

e. pelaksanaan fungsi Kesekretariatan Satpol PP; 

f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis; dan 

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati 

Dalam rangka medukung pelaksanaan Tugas dan Fungs Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga di dukung dengan Sumber 

Daya manusia dapat kami golongkan menurut jenis Golongan, Pendidikan, 

dan Jenis Kelamin. Dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Satuan 

Polisi Pamong Praja juga didukung SDM Satlinmas dan Balakar, adapun  

data kami sajikan dalam tabel, di bahwah ini :   

1. Pangkat/Golongan 

Tabel II.2.  
Komposisi Pegawai Satpol PP 

Kabupaten Purbalingga Menurut Golongan 
Tahun 2022 

Laki -Laki Wanita

1 IV 1 1

2 III 20 3 23

3 II 19 3 22

4 I 0

5

6

40 6 46 19,17

Jumlah Persen
Jumlah

No. Pangkat/Gol .

Jumlah  

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Purbalingga, 2022 
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2. Menurut Pendidikan : 

Tabel II.3.  
Komposisi Pegawai Satpol PP 

Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Pendidikan 
Tahun 2021 – 2022 

No Pendidikan 
Eksisting 

2021 
Tahun  
2022 

Keterangan  

1 Magister 1   

2 Sarjana 15 20  

3 Diploma III 4 2  

4 SLTA 29 24  

5 SLTP - -  

6 SD    

Total 49 46  

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Purbalingga,Per 30 Desember 2022 

3. Menurut Jenis Kelamin/gender 

Tabel II.4.  
Data Pegawai Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin 

Tahun 2021-2022 

No Jenis Kelamin 
TAHUN Ket. 

2020 2021  

1 Laki-Laki 44 40  

2 Perempuan 7 6  

Total 53 46  

Data Kepegawaian Satpol PP Purbalingga, Per 30 Desember 2022 

4. Data Satlinmas  

Tabel II.5.  
Data Satlinmas Desa/Kelurahan Per - kecamatan dan Desa/Kelurahan 

Berdasarkan Jenis Kelamin/Gender dan Tingkat Pendidikan 
Tahun 2022 

NO KECAMATAN 
JML            

DESA 
/KEL 

JML 
LINMA

S 

JENIS 
KELAMIN 

BERDASARKAN PENDIDIKAN 

P L SD SLTP SLTA D3 S1 

1 KALIMANAH 17 296 0 296 158 133 64 2 4 

2 BUKATEJA 14 462 4 458 196 128 54 4 2 

3 KALIGONDANG 18 303 0 303 200 90 26 0 1 

4 KUTASARI 14 337 0 337 213 66 22 0 0 

5 KEMANGKON 19 400 0 400 254 108 32 0 1 

6 PURBALINGGA 13 296 0 296 142 64 48 1 0 

7 KARANGMONCOL 11 376 19 357 221 86 49 2 2 

8 KARANGREJA 7 270 4 266 194 48 14 0 0 

9 REMBANG 12 438 8 430 231 39 12 0 0 

10 PADAMARA 14 233 0 233 156 55 19 1 1 

11 BOJONGSARI 13 360 0 360 229 75 53 1 2 

12 PENGADEGAN 9 269 7 262 194 31 28 1 2 

13 KEJOBONG 13 295 4 291 200 105 34 0 5 
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NO KECAMATAN 
JML            

DESA 
/KEL 

JML 
LINMA

S 

JENIS 
KELAMIN 

BERDASARKAN PENDIDIKAN 

P L SD SLTP SLTA D3 S1 

14 KARANGANYAR 13 249 0 249 189 40 7 0 0 

15 BOBOTSARI 16 363 0 363 206 107 36 1 2 

16 KARANGJAMBU 6 191 5 186 116 32 2 0 0 

17 MREBET 19 391 0 391 261 85 30 0 0 

18 KERTANEGARA 11 249 11 238 136 71 18 2 0 

 JUMLAH 239 5.816 62 5.754 3.496 1.363 548 15 22 

Data Bidang Damkar dan Linmas, Per 31 Desember 2022 

Tabel II.6.  
Datfar Balakar Dalam Binaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2022  

NO. KECAMATAN 
Tahun 
2022  

KETERANGAN 

Unsur  Unsur 

1 Purbalingga 5 Pemuda  GP Ansor 

2 Kalimanah 5 Pemuda Banser dan Pemuda Muhammadiyah 

3 Kutasari 5 Pemuda Karangtaruna dan Belanegara 

4 Kemangkon 5 Ormas  Karangtaruna 

5 Kaligondang 5 GP Ansor Karangtaruna 

6 Bojongsari 4 Karangtaruna Belanegara  

7 Padamara 5 Linmas  Karangtaruna  

8 Bobotsari 5 Satpol PP Linmas dan Belanegara 

9 Mrebet 5  Belanegara  

10 Karangreja 4 Pemuda Ormas  

11 Karanganyar 5 Pemuda  Karangtaruna  

12 Karangjambu 4 Pemuda  Banser  

13 Kertanegara 4 Linmas  Pemuda  

14 Bukateja 5 Pemuda  Banser  

15 Kejobong 5 Pemuda  Karangtaruna  

16 Rembang 5 Pemuda  Belanegara  

17 Karangmoncol 5 Pemuda  Karangtaruna  

18 Pengadegan 4 Pemuda  GP Ansor dan Pemuda Muh. 

JUMLAH 81   

Data Bidang Damkar dan Linmas, Per 30 Desember 2022 

Adapun Analisis capaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten 

Purbalingga, berikut matrik target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022, 

realisasi pencapaian kinerja pelayanan dengan diperoleh perumusan 

sebagai tolak ukur dalam indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini: 
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Tabel II.7.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 

Kabupaten Purbalingga 

OPD : Satuan Polisi Pamong Praja 

NO Indikator *) 

SPM/ 
Standar 
Nasional 
(Permen

dagri 
59/2021) 

Rumus/ 
Formula 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

Tahun 
2021 

Target Renstra PD 
Realisasi 
Capaian 

Proyeksi 

Catatan Ana-
lisis 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Tahun 
2022 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
  

(11) (12) (13) (14) 

 TUJUAN        
  

    

 

Angka 
penurunan 
pelanggaran 
Trantibum 

Jumlah 
Warga 
Negara 
yang 
memper
oleh 
layanan 
akibat 
dari 
penegak
an 
hukum 
Perda 
dan 

(Tahun N-1 
dikurangi 
Tahun N) X 
100% 

Angka  51,19 22,07 21,90 21,52 20,93 20,44 12,79 20,93 20,44 

Angka 
penurunan tidak 
tercapai 22,07 
yang 
ditargetkan, hal 
tersebut 
penghitungan 
awal adanya 
penanganan 
Covid-19 
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NO Indikator *) 

SPM/ 
Standar 
Nasional 
(Permen

dagri 
59/2021) 

Rumus/ 
Formula 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

Tahun 
2021 

Target Renstra PD 
Realisasi 
Capaian 

Proyeksi 

Catatan Ana-
lisis 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Tahun 
2022 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
  

(11) (12) (13) (14) 

Perkada 

 SASARAN        
  

    

 
Nilai SAKIP 
Satpol PP 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 
𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 
𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖 
𝐴𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 
𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗a 

Nilai  NA 62 65 67 70 71 112 70 71  

 
Angka 
pelanggaran 
Trantibum 

 

Jumlah 
Penanganan 
Pelanggaran 

Trantibum 
Yang 

diselesaikan/ 
Jumlah 

Penduduk × 
𝑃𝑒𝑟 10.000 
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢k 

79,50 79,18 77,76 76,52 78,18 74,95 73,69 38,40 78,18 74,95  
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NO Indikator *) 

SPM/ 
Standar 
Nasional 
(Permen

dagri 
59/2021) 

Rumus/ 
Formula 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

Tahun 
2021 

Target Renstra PD 
Realisasi 
Capaian 

Proyeksi 

Catatan Ana-
lisis 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Tahun 
2022 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
  

(11) (12) (13) (14) 

 TUJUAN        
  

    

 

Tingkat Waktu 
Tanggap 
(Respons 
Time 
Rate) 
penanganan 
kebakaran 

Jumlah 
Warga 
Negara 
yang 
memper
oleh 
layanan 
penyela
matan 
dan 
evakuasi 
korban 
kebakara
n 

Jumlah layanan 
pemadaman, 
penyelamatan 
dan evakuasi 
korban dan 
terdampak 
kebakaran di 
Kabupaten/Kot
a pada Tahun 
X dalam tingkat 
waktu tanggap 
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒) 
oleh Oleh 
Pemadam 
Kebakaran/ 
Jumlah 
kejadian 
kebakaran di 
kabupaten/kota 

42,31 38,33 40,00 41,67 43,33 45,00 46,67 91,67 43,33  45,00   
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NO Indikator *) 

SPM/ 
Standar 
Nasional 
(Permen

dagri 
59/2021) 

Rumus/ 
Formula 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

Tahun 
2021 

Target Renstra PD 
Realisasi 
Capaian 

Proyeksi 

Catatan Ana-
lisis 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Tahun 
2022 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
  

(11) (12) (13) (14) 

pada Tahun X 
× 100% 

 SASARAN        
  

    

 

Persentase 
pelayanan 
kebakaran 
dan non 
kebakaran  

 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 
𝐾𝑒𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 
𝑛𝑜𝑛 𝑘𝑒𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 

𝑦𝑎𝑛𝑔 
𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖/𝐽𝑢𝑚𝑙
𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 

𝑑𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑛 
𝐾𝑒𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 

𝑦𝑎𝑛𝑔 
𝑑𝑖𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑘𝑎𝑛 × 

100% 

 100 100 100 100 100 100 99,73 100 100  

I 
PROGRAM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, 
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

    
  

    

1 
Ketentraman, 
Ketertiban 
Umum, dan 

Permen
dagri 

86/2017 
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NO Indikator *) 

SPM/ 
Standar 
Nasional 
(Permen

dagri 
59/2021) 

Rumus/ 
Formula 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

Tahun 
2021 

Target Renstra PD 
Realisasi 
Capaian 

Proyeksi 

Catatan Ana-
lisis 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Tahun 
2022 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
  

(11) (12) (13) (14) 

Perlindungan 
Masyarakat 

 

Tingkat 
penyelesaian 
pelanggaran 
K3 (ketertiban, 
ketentraman, 
keindahan) 

 

Pelanggaran 
K3 yang 
terselesaikan 

X1
00
% 

Jumlah 
pelanggaran 
K3 yang 
dilaporkan 
masyarakat 
dan 
terindentifikasi 
oleh SATPOL 
PP 

 

Persen  100  100  100  100 100 100 100  100  100   

 

Cakupan 
Pelanggaran 
Perda yang 
ditangani 

 

Jumlah 
Pelanggaran 
Perda yang 
ditangani 

X 
100% 

Jumlah 
Pelanggaran 
Yang 

Persen   100 100 100 100 100 100 100 100 100  



Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024         29 

 

NO Indikator *) 

SPM/ 
Standar 
Nasional 
(Permen

dagri 
59/2021) 

Rumus/ 
Formula 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

Tahun 
2021 

Target Renstra PD 
Realisasi 
Capaian 

Proyeksi 

Catatan Ana-
lisis 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Tahun 
2022 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
  

(11) (12) (13) (14) 

diidentifikasi 
Satpol PP 

 

II 

PROGRAM PENCEGAHAN, 
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN 
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON 
KEBAKARAN 

     

  

    

1 

Presentase 
penanganan 
kejadian 
kebakaran 

Permen
dagri 

59/2021 

Jumlah 
kejadian 
kebakaran 
dan 
Penyelamatan 
yang 
tertangani 

X 
Per.100
% 

Jumlah 
Kejadian 
Kebakaran 

 

Persen  100 100 100 100 100 100 99,73 100 100  
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2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI  PD 

Pada dasarnya hakekat otonomi daerah adalah memberikan kewenangan 

kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri berdasarkan 

aspirasi dan kebutuhan dari masyarakatnya. Dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah 

menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Pemerintah Daerah mempunyai fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak 

dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur 

dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam 

rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan 

masyarakat.  

Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan 

polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta 

menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Adapun fungsi Satpol PP 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja yaitu memmpunyai fungsi sebagaimana berikut : 

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat; 

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; 

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat di daerah; 

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

daerah, dan/atau aparatur lainnya; 

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar 

mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan 

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. 
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Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, Satuan Polisi Pamong 

Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran dan dijabarkan dalam Peraturan 

Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Purbalingga. Sebagaimana tugas yang diemban oleh Satpol PP 

Kabupaten Purbalingga tersebut, maka fungsi Satpol PP Kabupaten Purbalingga 

sebagai berikut : 

1. perumusan kebijakan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta 

Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-

undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, 

serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat; 

2. pelaksanaan koordinasi kebijakan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban 

Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan 

Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat; 

3. pelaksanaan kebijakan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 

Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan 

Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat; 

4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketenteraman Dan 

Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi 

Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan 

Masyarakat; 

5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan SATPOL PP ; 
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6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT SATPOL PP; dan 

7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. 

 Analisis isu-isu strategis  dimulai dengan mengelompokan isu-isu strategis 

hasil identifikasi baik isu strategis tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten 

yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Purbalingga, 

sebagaimana uraian berikut: 

1. Masih banyaknya pelanggaran  produk hukum daerah; 

2. Banyaknya Gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih sering 

terjadi menjelang Tahun Politik; 

3. Kurangnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban 

umum dan ketentraman; 

4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kondisi 

tentram dan tertib di masyarakat; 

5. Masih kurangnya kualitas  dan kuantitas SDM Satpol PP serta Linmas; 

6. Masih kurangnya kades/lurah terkait pemahaman fungsi Satlinmas dalam 

Trantibum terkait dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar; dan  

7. Tahun 2024 sub urusan kebakaran dan penyelamatan masuk pada 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah 

8. Kesiapan Satpol PP  pada tahun 2024 dalam menghadapi tahun politik 

potensi angka pelanggaran gangguan trantibum meningkat; 

9. Sarana dan prasarana pendukung operasional yang masih minim; 

10. Penegakan Perda/Perkada yang berkaitan dengan Satpol PPKesiapan 

Satpol PP  pada tahun 2024 dalam menghadapi tahun politik potensi 

angka pelanggaran gangguan trantibum meningkat; 

11. Sarana dan prasarana pendukung operasional yang masih minim; 

12. Penegakan Perda/Perkada yang berkaitan dengan Satpol PP; 

13. Dokumen perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi     Kinerja SKPD Satpol PP belum tersusun dengan baik sehingga 

berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penegakan 

Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteramanmasyarakat 

serta perlindungan masyarakat serta sub pemadam kebakaran; 

14. Masih banyaknya masyarakat/ dan atau badah hukum yang melanggar 

Perda/Perkada; 

15. Belum Optimalnya pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau 
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badan hukum    untuk    mematuhi    dan    menaati    Perda     dan     

peraturan kepala daerah; 

16. Belum Optimalnya koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala 

daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

sengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya; 

17. Kurangnya Jumlah Apartur/Personil Satpol PP dalam melaksanakan 

Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP; 

18. Masih Tingginya Angka Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan 

Keindahan) sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga 

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat masih rendah; 

19. Belum optimalnya pelaksanaan cakupan patroli pengawasan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat secara menyeluruh; 

2.3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP 

Kabupaten Purbalingga 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, Satpol PP Kabupaten Purbalingga mememiliki 

tantangan dan peluang baik itu dari internal maupun eksternal. 

Peluang dan tantangan tersebut dapat dilihat sebagai berikut ini: 

2.3.2.1 Internal 

a. STRENGTH (kekuatan) 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Satpol PP.; 

2. Tersedianya sumber daya manusia. 

3. Tersedianya sumber dana. 

4. Penyusunan prosedur pelayanan bagi sanksi yang 

melanggar  peraturan. 

b. WEAKNESS (kelemahan) 

1. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja. 

2. Kurangnya pelatihan bagi aparatur dan personil 

lapangan. 

3. Penegakan terhadap peraturan. 
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2.3.2.2 Eksternal 

a. OPPORTUNITY (Peluang) 

1. Ketertiban dan ketentraman merupakan hak 

masyarakat. 

2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap 

lingkungan yang tertib dan tentram; 

3. Membangun kerjasama dengan instansi pemerintah 

dan kepolisian. 

b. Tantangan 

1. Peningkatan gangguan ketentraman dan Ketertiban 

Umum di Kabupaten Purbalingga semakin 

meningkat karena Kabupaten Purbalingga dengan 

adanya Bandara JB Sudirman apabila nantinya 

berkembang cukup pesat serta adanya 

pengembangan kawasan Industri dan desinasi 

wisata. 

2. Meningkatnya kegiatan yang berasal dari 

tuntutan masyarakat  terhadap kebijakan di daerah 

dan nasional. 

3. Mengembangkan dukungan masyarakat terhadap 

lingkungan yang tertib. 

2.3.2 Rekomendasi 

Formulasi atas isu-isu penting perlu dibuatkan Rekomendasi dan 

catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program 

dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan sebagai Strategi dan 

arah kebijakan yang akan dilakukan, disposisi Nota Dinas Bupati 

Purbalingga tanggal 6 September 2021 Laporan hasil Rapat 

Pendataan dan Asistensi Pemenuhan Sarana Prasarana Satpol PP 

Di daerah atas Pemendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, 

Pembinaan Teksis Operasioanal Satuan Polisi Pamong Praja, 

adapun Rekomendasi adalah untuk Prioritas Point 10 (sepuluh) yaittu 

berkenaan dengan Pembangunan Pos Induk Pemadam Kebakaran 
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Kabupaten Purbalingga dan untuk prioritas yang kedua yaitu 1 (satu) 

unit GPS. 

2.3.3.1 Strategi 

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan misi organisasi. Dari 

hasil analisa faktor lingkungan eksternal dan internal yang 

dihadapi oleh Satpol PP, maka terdapat beberapa strategi 

yang disiapkan dalam rangka mewujudkan misi Satpol 

PP, yaitu: 

1. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan 

dan mempertahankan kondisi sarpras agar dalam 

keadaan selalu siap untuk digunakan; 

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas perlengkapan dan 

peralatan untuk mendukung pelaksanaan tugas; 

3. Peningkatan kualitas disiplin aparatur; 

4. Pengembangan berkelanjutan kapasitas SDM di 

lingkungan Satpol PP sesuai dengan tugas masing-

masing personel; 

5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan  keuangan; 

6. Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (SAKIP) yang berkualitas; 

7. Peningkatan kegiatan patroli pencegahan dan 

pembinaan serta pengawasan dan penindakan atas 

gangguan penyakit  masyarakat; 

8. Peningkatan kerjasama dalam melaksanakan 

peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan 

keputusan kepala daerah; 

9. Pengendalian keamanan dan kenyamanan 

lingkungan yang tertib  dan tentram; 

10. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan 

suasana tenteram       dan tertib di masyarakat; dan 

11. Peningkatan kualitas dan kuantitas kesiagaan den 

pencegahanbahaya kebakaran dan non kebakaran. 
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2.3.3.2 Kebijakan 

Semangat otonomi daerah yang menjadi landasan Satpol 

PP dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi 

urusan dan kewenangan pemerintahan tingkat 

Kabupaten, maka Satpol PP dalam mengeluarkan 

kebijakan penegakan peraturan daerah dan 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat serta perlindungan masyarakat 

mencerminkan semangat otonomi daerah dengan prinsip 

desentralisasi dalam perumusan kebijakan dan 

implementasinya. 

Dalam penyusunan kebijakan penegakan peraturan 

daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat 

sub pemadam kebakaran ke depan harus pula mengacu 

pencapaian tujuan dalam misi, membidik sasaran yang 

hendak  dicapai oleh Satpol PP serta strategi pemecahan 

masalah yang dihadapi. 

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil untuk 

mencapai tujuan guna mendukung pelaksanaan program-

program pembangunan dan upaya mengeluarkan 

kebijakan dalam rangka mengatur serta memfasilitasi 

pelayanan kepada publik, maka kebijakan Satpol PP, 

diantaranya, meliputi  : 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana administrasi perkantoran; 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana operasional penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran 

serta non kebakaran; 

3. Menyediakan fasilitas disiplin apartur Satpol PP; 

4. Memberikan kesempatan yang adil kepada setiap 
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personil untuk mengikuti diklat dan pendidikan atau 

meningkatkan pendidikan; 

5. Menyusun dokumen pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan; 

6. Memfasilitasi upaya pencegahan dan penindakan atas 

gangguan ketentraman ketertiban umum melalui 

mediasi dengan nuansa hak asasi manusia (Satpol PP 

Yang Humanis); 

7. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan 

pengawasan Satpol PPP Kabupaten Purbalingga dan 

juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta 

oleh fungsional penegakan peraturan hukum terkait 

lainnya; 

8. Mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum; 

9. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan 

swadaya dan prakasa masyarakat dalam memelihara 

ketentraman dan keamanan lingkungan serta 

perlindungan masyarakat; dan  

10. Mendorong dan memfasilitasi kesiagaan dan 

pencegahan bahaya kebakaran bagi masyarakat 

melalui kegiatan edukasi pemberdayaan masyarakat 

dalam pencegahan bahaya kebakaran dan non 

kebakaran. 

 

2.4 REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2023 

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila 

apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam 

rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar 

dapat   berjalan   secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen 

perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 
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Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya dalam 

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Program Kegiatan yang akan dilaksanakan 

sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024, hal tersebut 

agar dalam perencanaan tetap konsistensi dengan dokumen perencanaan yang 

ada pada  RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi pamong Praja 

Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.. Secara spesifik review Rencana 

Kerja (Renja) Tahun 2024 dan hasil kebutuhan yang meliputi program/kegiatan, 

indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel II.8.  

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga  

 

No. 

. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 

Penting 

Program/Kegiatan 

 
Lokasi Indikator kineja 

Taget 

Capaian 

Pagu indikatif 

(Rp.000) 

Program/Kegiatan 

 
Lokasi Indikator kineja 

Taget 

Capaian 
Pagu indikatif 

(Rp.000) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Urusan 

Pemerintahan 

Pelayanan Dasar 

          

 Ketentraman, 

Ketertiban 

Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

   9.606.981.000,00     9.606.981.000,00  

I Program 

Penunjang 

Urusan  

Pemerintahan 

Daerah 

Kab.Pbg Prosentase Ketersediaan 

Laporan Capaian Kinerja 

100% 799.899.2000,00  Kab.Pbg Prosentase 

Ketersediaan Laporan 

Capaian Kinerja 

100% 799.899.2000,00  

   Persentase Temuan 

Pengelolaan Anggaran 

yang Ditindak lanjuti 

1005     1005   

   Persentase Ketersediaan 

Layanan Kepegawaian, 

Administrasi Umum dan 

Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

100%     100%   

Lembar: 1 dari 8 
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No. 

. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 

Penting 

Program/Kegiatan 

 
Lokasi Indikator kineja 

Taget 

Capaian 

Pagu indikatif 

(Rp.000) 

Program/Kegiatan 

 
Lokasi Indikator kineja 

Taget 

Capaian 
Pagu indikatif 

(Rp.000) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

   Persentase Pengelolaan 

Administrasi Aset Milik 

Daerah Sesuai 

Ketentuan 

100%     100%   

   Persentase Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

1005     1005   

   Persentase 

Pemeliharaan Barang 

Milik daerah 

100%     100%   

1 Perencanaan, 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Kab.Pbg Persentase Dokumen 

Laporan Disusun 

100%        

 Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 

 Tersusunnya Dokumen 

Renstra dan Renja 

1 dok        

 Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

 Jumlah Dokumen 

Evaliasi (LKJP,LKJIP, 

Laporan Bulanan, 

Laporan Pengendalian 

Renja,SPIP) yang 

Tersusun 

2 dok        

2 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

 Prosentase Dokumen 

Administrasi Keuangan 

Yang Disusun Sesuai 

Ketentuan 

100% 5.558.272.000,00 Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

 Prosentase Dokumen 

Administrasi Keuangan 

Yang Disusun Sesuai 

Ketentuan 

100% 5.558.272.000,00  

 Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Kab.Pbg Jumlah ASN Yang Gaji 

dan Tunjangannya 

Terbayar Tepat waktu 

51 Org 5.329.446.000,00 Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Kab.Pbg Jumlah ASN Yang Gaji 

dan Tunjangannya 

Terbayar Tepat waktu 

51 Org 5.329.446.000,00  
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No. 

. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 

Penting 

Program/Kegiatan 

 
Lokasi Indikator kineja 

Taget 

Capaian 

Pagu indikatif 

(Rp.000) 

Program/Kegiatan 

 
Lokasi Indikator kineja 

Taget 

Capaian 
Pagu indikatif 

(Rp.000) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Penyediaan Administrasi 

Plaksanaan Tugas ASN 

 Jumlah Kunjangan 

Lapangan/Survey/Koordi

nasi/Undangan/SPPD 

Dalam Kota dan Dalam 

Negeri 

289 kali 145.810.000,00 Penyediaan 

Administrasi 

Plaksanaan Tugas 

ASN 

 Jumlah Kunjangan 

Lapangan/Survey/Koordi

nasi/Undangan/SPPD 

Dalam Kota dan Dalam 

Negeri 

289 kali 145.810.000,00  

 dan Pelaksanaan 

akuntansi SKPD  

Tersusunnya LRA 

/LK/SPM 

4 dok 83.024.000,00 Koordinasi dan 

Pelaksanaan 

akuntansi SKPD 

 

Tersusunnya LRA 

/LK/SPM 

4 dok 83.024.000,00  

3 Administrasi Barang 

Milik  Daerah 

Kab.Pbg Jumlah Laporan Barang 

Milik Daerah 

12 bulan 7.000.000,00 Administrasi Barang 

Milik  Daerah 

 Jumlah Laporan Barang 

Milik Daerah 

12 bulan 7.000.000,00  

 Penatausahaan Barang 

Milik Daerah 

 Tersedianya Honor 

Pejabat Pengadaan, 

PPHP, PPKom, 

Pengurus Barang 

12 bulan 7.000.000,00 Penatausahaan 

Barang Milik Daerah 

 Tersedianya Honor 

Pejabat Pengadaan, 

PPHP, PPKom, 

Pengurus Barang 

12 bulan 7.000.000,00  

4 Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Kab.Pbg Rata-rata Capain SKP 90 Angka 263.024.000,00 Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Kab.Pbg Rata-rata Capain SKP 90 Angka 263.024.000,00  

 Pendidikan dan 

Pelataihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi 

 Terkirimnya Peserta 

Diklat 

 91.124.000,00 Pendidikan dan 

Pelataihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 

 Terkirimnya Peserta 

Diklat 

10 Org 91.124.000,00 Diklat PPNS 

@Rp.27.jt dan 

diklat lainnya 

 Sosialisasi Peraturan 

Perundang-undangan 

 Jumlah Kegiatan 

Sosialisasi Peraturan 

Perundang-undangan 

30 

kegiatan 

25.000.000,00 Sosialisasi Peraturan 

Perundang-undangan 

 Jumlah Kegiatan 

Sosialisasi Peraturan 

Perundang-undangan 

35 Keg 25.000.000,00 DBH-CHT 

 Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta 

Kelengkapannya 

 Jumlah Pakaian Dinas 

Yang Diadakan 

 146.900.000,00 Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta 

Kelengkapannya 

 Jumlah Pakaian Dinas 

Yang Diadakan 

113 Stel 

PDL II 

146.900.000,00 Per Stel Rp.1,9 

Jt 

 Administrasi Umum Kab.Pbg Terlaksananya 12 bulan 81.539.000,00     81.539.000,00  
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No. 

. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 

Penting 

Program/Kegiatan 

 
Lokasi Indikator kineja 

Taget 

Capaian 

Pagu indikatif 

(Rp.000) 

Program/Kegiatan 

 
Lokasi Indikator kineja 

Taget 

Capaian 
Pagu indikatif 

(Rp.000) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Perangkat Daerah Administrasi Umum 

Penunjang Operasional 

Kantor 

 Penyediaan Komponen 

Instalasi 

listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

 Tersedianya 

Perlengkapan Listrik 

12 bulan 2.150.000,00   Tersedianya 

Perlengkapan Listrik 

12 bulan 2.150.000,00  

 Penyediaan Bahan 

Logistik kantor 

 Tersedianya Bahan 

Logistik Kantor 

12 bulan 36.924.000,00   Tersedianya Bahan 

Logistik Kantor 

12 bulan 36.924.000,00  

 Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

 Tersedianya Surat Kabar/ 

Majalah 

12 bulan 2.040.000,00   Tersedianya Surat 

Kabar/ Majalah 

12 bulan 2.040.000,00  

 Fasilitasi kunjungan 

Tamu 

 Tersedianya Jamuan 

Tamu 

355 Ok 13.000.000,00   Tersedianya Jamuan 

Tamu 

355 Ok 13.000.000,00  

 Penyelenggaraan rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

 Tersedianya Jamuan 

Rapat 

555 Ok 19.425.000,00   Tersedianya Jamuan 

Rapat 

555 Ok 19.425.000,00  

 Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

Pada SKPD 

Kab.Pbg Tersedianya Honor 

Oprator SIMDA, SIM 

ASET, SIPD 

3 Orang 8.000.000,00   Tersedianya Honor 

Oprator SIMDA, SIM 

ASET, SIPD 

3 Orang 8.000.000,00  

 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

 Tersedianya daya listrik, 

air PAM, jasa 

telekomunikasi, jasa 

internet 

12 bulan 25.000.000,00   Tersedianya daya listrik, 

air PAM, jasa 

telekomunikasi, jasa 

internet  

12 bulan 25.000.000,00  

 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Kab.Pbg Tersedianya jasa 

peraltan dan 

perlengkapan kantor 

12 bulan 25.000.000,00   Tersedianya jasa 

peraltan dan 

perlengkapan kantor 

12 bulan 25.000.000,00  
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No. 

. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 

Penting 

Program/Kegiatan 

 
Lokasi Indikator kineja 

Taget 

Capaian 

Pagu indikatif 

(Rp.000) 

Program/Kegiatan 

 
Lokasi Indikator kineja 

Taget 

Capaian 
Pagu indikatif 

(Rp.000) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

perlengkapan Kantor 

Kab.Pbg 
Tersedianya jasa 

peraltan dn 

perlengkapan kantor 

12 bulan 1.318.505.000,00   Tersedianya jasa 

peraltan dn 

perlengkapan kantor 

12 bulan 1.318.505.000,00  

 Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

Kab.Pbg 
Tersedianya jasa 

Kebersihan, Penjaga 

malam,operator 

Komputer,Pengemudi 

dan Tenaga teknis 

lainnya ( SK Bupati ) 

dan SK Kepala OPD) 

12 bulan 1,450,000,00   Tersedianya jasa 

Kebersihan, Penjaga 

malam,operator 

Komputer,Pengemudi 

dan Tenaga teknis 

lainnya ( SK Bupati ) 

12 bulan 1,450,000,00  

5 
Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Kab.Pbg Terpeliharanya Barang 

Milik Daerah Pda SKPD 
12 bulan 49.545.000,00 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kab.Pbg Terpeliharanya Barang 

Milik Daerah Pda SKPD 
12 bulan 49.545.000,00  

 Penyediaan jasa 

pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Kab.Pbg Terpeliharanya 

Kendaraan Dinas R2 

dan R4 

25 unit 

11 unit 

3.750.000,00 Penyediaan jasa 

pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Kab.Pbg Terpeliharanya 

Kendaraan Dinas R2 

dan R4 

25 unit 

11 unit 

3.750.000,00  

 Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin lainnya 

Kab.Pbg Terpeliharanya 

Peralatan Kerja dan 

mesin lainnya 

12 bulan 1.263.760.000,00 Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

lainnya 

Kab.Pbg Terpeliharanya 

Peralatan Kerja dan 

mesin lainnya 

12 bulan 1.263.760.000,00  

 Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

 Terpeliharanya Gedung 

Kantor 

3 unit 733.869.000,00 Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

 Terpeliharanya Gedung 

Kantor 

3 unit 733.869.000,00  
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Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 

Penting 

Program/Kegiatan 

 
Lokasi Indikator kineja 

Taget 

Capaian 

Pagu indikatif 

(Rp.000) 

Program/Kegiatan 

 
Lokasi Indikator kineja 

Taget 

Capaian 
Pagu indikatif 

(Rp.000) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

II Program Peningkatan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

 1. Tingkat Penyelesaian 

Pelanggaran K3 ( 

Ketertiban, 

Ketentraman, 

Keindahan) 

99,66%    1. Tingkat Penyelesaian 

Pelanggaran K3 ( 

Ketertiban, 

Ketentraman, 

Keindahan) 

99,66%   

   2. Persentase 

Penegakkan Perda 

12,96%    2. Persentase 

Penegakkan Perda 

12,96%   

 Penanganan Gangguan, 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum Dalam 

1 (Satu) Daerah 

 Jumlah Peserta 

Pembinaan Pencegahan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

50 Orang 1.129.709.000,00   Jumlah Peserta 

Pembinaan Pencegahan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

50 Orang 1.129.709.000,00  

1 Pencegahan Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Melalui Deteksi Dini dan 

Cegah Dini, Pembinaan 

dan Penyuluhan, 

Pelaksanaan Patroli 

Pengamanan dan 

Pengawalan 

 1. Jumlah Patroli 

Pencegahan 

Gangguan Trantibum 

60 kali  Pencegahan 

Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Melalui Deteksi Dini 

dan Cegah Dini, 

Pembinaan dan 

Penyuluhan, 

Pelaksanaan Patroli 

Pengamanan dan 

Pengawalan  

 Jumlah Patroli 

Pencegahan Gangguan 

Trantibum  

90 kali   

   2. Jumlah Peserta 

pembinaan 

Pencegahan 

Ketentraman dan 

ketertiban Umum 

50 Orang 979.515.000,00     979.515.000,00  

   3. Pengamanan dan 

Pengawalan VIP dan 

VVIP 

488 kali 575.340.000,00     575.340.000,00  
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Penting 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

     86.470.000,00 Patroli Sinegritas 

pemetaan gangguan 

tibumtranmas dan 

potensi konflik sosial 

dengan unsur 

wilayah kecamatan 

18 Kec. Jumlah data potensi 

ganguuantrantibum dan 

konflik sosial yang 

tersedia 

22 data 86.470.000,00 Kegiatan patroli 

pemetaan 

daerah rawan 

trantibum dan 

konflik sosial 

dengan unsur 

wilayah 

kecamatan. 

 Penindakan Atas 

Gangguan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum 

Berdasarkan Perda dan 

perkada Melalui 

Penertiban dan 

Penanganan Unjuk 

Rasa dan Kerusuhan 

Massa 

 1. Jumlah Patroli 

Penindakan 

Gangguan Trantibum 

60 kali 
 

13.800.000,00 
Penindakan Atas 

Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Berdasarkan Perda 

dan perkada Melalui 

Penertiban dan 

Penanganan Unjuk 

Rasa dan Kerusuhan 

Massa 

Kab.Pbg  60 kali 
 

13.800.000,00 
 

   2. Jumlah Penertiban 

PKL 

144 kali 92.730.000,00    144 kali 92.730.000,00  

   3. Jumlah Razia 

Reklame yang 

Melanggar Aturan 

120 kali 211.175.000,00    120 kali 211.175.000,00  

 Peningkatan Kapasitas 

SDM Satuan Polisi 

Pamong Praja dan 

Satuan Perlindungan 

Masyarakat Termasuk 

Dalam Pelaksanaan 

Tugas Yang Bernuansa 

Hak Asasi Manusia 

Kab.Pbg Jumlah Kegiatan Korp 

Musik Pemda 

113 Org 

10 Keg 

140.194.000,00 Peningkatan 

Kapasitas SDM 

Satuan Polisi 

Pamong Praja dan 

Satuan Perlindungan 

Masyarakat 

Termasuk Dalam 

Pelaksanaan Tugas 

Kab.Pbg Jumlah Kegiatan Korp 

Musik Pemda 

113 Org 

10 Keg 

140.194.000,00  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Yang Bernuansa Hak 

Asasi Manusia 

 Kerja Sama Antar 

Lembaga dan Kemitraan 

dalam Teknik 

Pencegahan dan 

Penanganan Gangguan 

Ketentraman dn 

ketertiban umum 

Kab.Pbg Jumlah Krjasama antar 

lembaga dan kemitraan 

dalam upaya 

pencegahan dan 

gangguan trantibum 

4 kali 110.000.000,00 Kerja Sama Antar 

Lembaga dan 

Kemitraan dalam 

Teknik Pencegahan 

dan Penanganan 

Gangguan 

Ketentraman dn 

ketertiban umum 

Kab.Pbg 
Jumlah Krjasama antar 

lembaga dan kemitraan 

dalam upaya 

pencegahan dan 

gangguan trantibum 

4 kali 110.000.000,00  

2 Penegakkan Peraturan 

daerah Kabupaten / 

Kota dan Peraturan 

Bupati / Wali Kota 

Kab.Pbg Persentase  

Perda/perkada yang 

mengandung Sangsi 

Ditegakkan 

100% 15.034.000,00 Penegakkan 

Peraturan daerah 

Kabupaten / Kota 

dan Peraturan 

Bupati / Wali Kota 

Kab.Pbg 
Persentase  

Perda/perkada yang 

mengandung Sangsi 

Ditegakkan  

100% 15.034.000,00  

 Sosialisasi Penegakkan 

Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala 

Daerah 

Kab.pbg Jumlah masyarakat 

yang mengikuti kegiatan 

sosialisasi 

40 Orang 15.160.000.00 Sosialisasi 

Penegakkan 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan 

Kepala Daerah. 

Kab.Pbg Jumlah masyarakat 

yang mengikuti kegiatan 

sosialisasi 

40 Orang 15.160.000.00  

 Pengawasan atas 

Kepatuhan Terhadap 

Pelaksanaan Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah 

Kab.Pbg jumlah patroli 

Pengawasan Kepatuhan 

Perda dan Perbub 

36 Keg 10.000.000,00 Pengawasan atas 

Kepatuhan Terhadap 

Pelaksanaan 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan 

Kepala Daerah 

Kab.Pbg jumlah patroli 

Pengawasan 

Kepatuhan Perda dan 

Perbub 

36 Keg 10.000.000,00  

 Penangganan Atas 

Pelnggaran Peraturan 

Daerah/Peraturan 

Kepala Daerah 

Kaab.Pbg Jumlah Penyelesaian  

Pelanggaran yustisi dan 

non yustisi 

7901 

kasus 

10.000.000,00 Penangganan Atas 

Pelnggaran 

Peraturan 

Daerah/Peraturan 

Kepala Daerah 

Kab.Pbg Jumlah Penyelesaian  

Pelanggaran yustisi dan 

non yustisi 

7901 

kasus 

10.000.000,00  
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3 Pembinaan Penyidik 

Pegawai Negeri sipil 

(PPNS) 

Kabupaten/Kota 

Kab.Pbg Jumlah PPNS 

yangmengikuti 

Pengembangan 

Kapasitas 

 478.280.000,00 Pembinaan Penyidik 

Pegawai Negeri sipil 

(PPNS) 

Kabupaten/Kota 

Kab.Pbg Pembinaan Penyidik 

Pegawai Negeri sipil 

(PPNS) Kabupaten/Kota 

 478.280.000,00  

 Pengembangan 

Kapasitas dan Karier 

PPNS 

Kab.Pbg Jumlah PPNS Satpol PP 12 Orang 440.260.000,00 Pengembangan 

Kapasitas dan Karier 

PPNS 

Kab.Pbg Pengembangan 

Kapasitas dan Karier 

PPNS 

12 Orang 440.260.000,00  

III Program Pencegahan 

Penanggulangan, 

Penyelamatan 

Kebakaran dan 

Penyelamatan Non 

Kebakaran 

Kab.Pbg Prosentase Penanganan 

Kejadian Kebakaran 

100% 342.160.000,00 Program 

Pencegahan 

Penanggulangan, 

Penyelamatan 

Kebakaran dan 

Penyelamatan Non 

Kebakaran 

Kab.Pbg Program Pencegahan 

Penanggulangan, 

Penyelamatan 

Kebakaran dan 

Penyelamatan Non 

Kebakaran 

100% 342.160.000,00  

 Pencegahan, 

Pengendalian, 

Pemadaman, 

Penyelamatan dan 

Penanganan Bahan 

Berbahaya dan Beracun 

Kebakaran Dalam 

daerah Kabupaten/Kota 

Kab.Pbg 
Cakupan Pelayanan 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Kebakaran 

Kab.Pbg 98.100.000,00 Pencegahan, 

Pengendalian, 

Pemadaman, 

Penyelamatan dan 

Penanganan Bahan 

Berbahaya dan 

Beracun Kebakaran 

Dalam daerah 

Kabupaten/Kota 

Kab.Pbg Cakupan Pelayanan 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Kebakaran 

Kab.Pbg 98.100.000,00  

1 Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Kebakaran dan Non 

Kebakaran 

Kab.Pbg 
Jumlah Penanganan, 

Penyelamatan dan 

Evakuasi korban 

Kebakaran dan non 

Kebakaran 

Kab.Pbg 69.030.000,00 Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Kebakaran dan Non 

Kebakaran 

Kab.Pbg Jumlah Penanganan, 

Penyelamatan dan 

Evakuasi korban 

Kebakaran dan non 

Kebakaran 

Kab.Pbg  69.030.000,00  

 Pengadaan sarana dan 

Prasarana Pencegahan, 

Kab.Pbg 
tercukupinya Sarana 

dan prasarana 

13 jenis 69.030.000,00 Pengadaan sarana 

dan Prasarana 

Kab.Pbg 
tercukupinya Sarana dan 

prasarana 

13 jenis 69.030.000,00 Pengadaan 

Gedung Induk, 
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Penanggulangan 

Kebakaran dan Alat 

Pelindung Diri 

Pencegahan,Penanggul

anganKebakaran dan 

Alat Pelindung Diri 

Pencegahan, 

Penanggulangan 

Kebakaran dan Alat 

Pelindung Diri 

Pencegahan,Penanggul

anganKebakaran dan 

Alat Pelindung Diri 

Damkar, Mobil 

Rescue, Mobil 

Damkar 

Kapasitas 3000 

Liter, RISPKK, 

Aat 

Montenering, 

Derek Segitiga 

untuk Evakuasi 

Orang Masuk 

Kesumur dll. 

2 Pemberdayaan 

Masyarakat Dalam 

Pencegahan Kebakaran 

Kab.Pbg Jumlah kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Dalam 

Pencegahan Bahaya 

Kebakaran 

10 keg 9.606.981.000,00 Pemberdayaan 

Masyarakat Dalam 

Pencegahan 

Kebakaran 

Kab.Pbg Jumlah kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Dalam 

Pencegahan Bahaya 

Kebakaran 

10 keg 9.606.981.000,00  

 Pemberdayaan 

Masyarakat Dalam 

Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Kebakaran Melalui 

Sosialisasi dan Edukasi 

Masyarakat 

Kab.Pbg jumlah peserta yang 

mengikuti kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

220 Orang 9.610.000,00 Pemberdayaan 

Masyarakat Dalam 

Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Kebakaran Melalui 

Sosialisasi dan 

Edukasi Masyarakat 

Kab.Pbg jumlah peserta yang 

mengikuti kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

220 Orang 69.030.000,00  
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2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Purbalingga Tahun Anggaran 2024 merupakan rencana dokumen kerja 

tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah 

direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan mengacu 

pada Peraturan Menteri Dalam   Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, dalam era globalisasi 

dan cepatnya media komunikasi dan elektronik Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kabupaten Purbalingga dituntut untuk siap dan mampu mengikuti 

perkembangan teknologi yang semakin cangih dan modern. 

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Tahun 2024 

didasarkan kepada Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026 dengan tetap 

memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 

2024 serta Usulan dari masyarakat berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan 

Tahun 2024,  dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel II.9.  
Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Dari Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2024 

 
 

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ volume Catatan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 1 

Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 
Masyarakat 

Desa Onje 
Kec. Mrebet 

Jumlah Peserta 
pembinaan 
Pencegahan 
Ketentraman dan 
ketertiban Umum 

31 Orang 
Pelatihan Penanganan gangguan 
keamanan masyarakat desa 

  

Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 
Masyarakat 

Desa Serang 
Kec. 
Karangreja 

Jumlah Peserta 
pembinaan 
Pencegahan 
Ketentraman dan 
ketertiban Umum 

31 Orang 
Pelatihan Penanganan gangguan 
keamanan masyarakat desa 

  

Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 
Masyarakat 

Desa 
Tangkisan 
Kec. Mrebet 

Jumlah Peserta 
pembinaan 
Pencegahan 
Ketentraman dan 
ketertiban Umum 

31 Orang 
Pelatihan Penanganan gangguan 
keamanan masyarakat desa 

  

Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 
Masyarakat 

Desa 
Timbang 
Kec.Kejobong 

Jumlah Peserta 
pembinaan 
Pencegahan 
Ketentraman dan 
ketertiban Umum 

31 Orang Pelatihan Penanganan gangguan 
keamanan masyarakat desa 
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BAB  III 
TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP 

 

 

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI 

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Purbalingga Tahun Anggaran  2024 disusun dan mengacu dan 

berpedoman pada :  

a. Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024; 

b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Purbalingga 2008-2025; 

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-

2026; 

d. Rancangan RKPD Tahun 2024; 

e. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga 2021-

2026. 

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang 

bertahap, terpadu dan berkesinambungan melalui penelaahan isu strategis 

rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan sasaran 

pokok untuk RPJPD ke IV (RPJMN Tahun 2020-2024) adalah mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui 

percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan 

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan 

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan 

berdaya saing, dengan fokus pembangunan, yaitu : 

1. Kelembagaan politik dan hukum 

2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; 

3. Struktur Perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya 

saing perekonomian yang kompetitif; 

4. Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 

Adapun beberapa isu strategis nasional pada rancangan 

teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, diantaranya adalah : 
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1. Penciptaan nilai tambah dan devisa, serta tantangan pemanfaatan 

sumber pertumbuhan baru (Pariwisata dan Ekonomi Digital/Kreatif) 

2. Optimalisasi bonus demografi perlu dilakukan melalui pembangunan 

manusia yang yang holistik dan terintegrasi 

3. Penanggulangan kemiskinan 

4. Pembangunan infrastruktur dan penurunan ketimpangan antar 
wilayah 

5. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah 

6. Penguatan pusat pertumbuhan wilayah 

7. Daya Dukung dan Daya Tampung SDA dan LH 

8. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG’s) 
 

Adapun tema Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 

2024 dengan mengusung Thema “Penguatan Ekonomi dan 

Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan 

Manusia,” dengan menitik beratkan pada beberapa prioritas pembangunan.  

Selanjutnya melakukan berbagai upaya-upaya melalui arah kebijakan 

Pembangunan Bidang Urusan guna menjamin sinergisitas program 

pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 juga 

mendasari arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan 

prioritas serta sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam 

kebijakan pembangunan bidang urusan, meliputi : 

1. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan 

Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan 

2. Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat 

3. Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 

4. Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah 

5. Reformasi Birokrasi 

6. Kemandirian Desa Sebagai Basis Pertumbuhan yang Berkeadilan 

7. Kerentanan Hubungan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara 

Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 

dengan tema “Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan 

Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia”, pada beberapa prioritas 

dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan Ketentraman, 
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Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat dan Sub Uruan Kebakaran  pada 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga guna mendukung arah 

kebijakan mensinergisitaskan program pembangunan nasional dan daerah 

yang tertuang dalam kebijakan pembangunan bidang urusan sebagai 

berikut : 

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
HAL-HAL YANG HARUS 

DIPERHATIKAN OLEH 

PEMERINTAH DAERAH 

DALAM PENYUSUN 

RKPD 2024 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL  

DASAR HUKUM TUJUAN/ SASAR AN NO. PRIORITAS 
BIDANG 

PEMBANGUNA N 
NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 
PEMBANGUNAN 

DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Memperkuat 

Stabilitas 

Polhukhankam 

dan Transformasi 

Pelayanan Publik 

Mewujudkan 
keamanan, 
ketentraman dan 
ketertiban umum, 
melalui 
1. Produktivitas 

dan Daya Saing 
Ekonomi yang 
Berkelanjutan 
Produktivitas 
dan Daya Saing 
Ekonomi yang 
Berkelanjutan 

2. Kecukupan 
Kebutuhan 
Pokok 
Masyarakat 

3. Penguatan 
Daya Saing 
Sumberdaya 
Manusia 

4. Pertumbuhan 
dan 
Pemerataan 
Infrastruktur 
Wilayah 

5. Reformasi 
Birokrasi 

6. Kemandirian 
Desa Sebagai 
Basis 
Pertumbuhan 
yang 
Berkeadilan 

7. Kerentanan 
Hubungan 
Masyarakat, 
Berbangsa dan 
Bernegara. 

1. UU No. 23 Tahun 
2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

2. PP No. 2 Tahun 2018 
tentang SPM; 

3. Permendagri No. 114  
Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis 
Pelayanan Dasar pada 
SPM Sub Urusan 
Kebakaran Daerah 
Kab/Kota; 

4. Permendagri No.121 

Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Mutu 

Pelayanan Dasar Sub 

Urusan Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum di Provinsi 

dan Kab./Kota 

1. Meningkatkan 
kondusifitas wilayah 
dan masyarakat yang 
tertib dan toleran 

2. Meningkatnya 
cakupan layanan 
kebakaran 

 

 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI 
   

II PRIORITAS 

BIDANG 

PEMBANGUNA N 

PROVINSI 

ARAH KEBIJAKAN 
PEMBANGUNAN 
DAERAH  
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 Peningkatan 
Perekonomian 
Daerah yang 
Berdaya Saing 
dan Merata, 
Didukung dengan 
Sumber Daya 
Manusia yang 
Berkualitas 
 

Peningkatan 
ketenteraman 
dan ketertiban 
wilayah dalam 
rangka menjaga 
kondusivitas 
wilayah 
 

 1. Jawa Tengah yang 
Semakin Sejahtera 
dan Lestari 

2. Perbaikan tata 
kelola pemerintahan 
yang adaptif dan 
kolaboratif. 

 

1. Masih banyaknya 
pelanggaran  produk 
hukum daerah 

2. Banyaknya 
Gangguan 
ketentraman dan 
ketertiban umum 
masih sering terjadi 
menjelang Tahun 
Politik 

3. Kurangnya 
kepatuhan dan 
ketaatan masyarakat 
terhadap ketertiban 
umum dan 
ketentraman 

4. Belum optimalnya 
pemberdayaan 
masyarakat untuk 
menciptakan kondisi 
tentram dan tertib di 
masyarakat 

5. Masih kurangnya 
kualitas dan  
kuantitas SDM 
Satpol PP dan 
Linmas 

 

 

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

Sebagai acuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

dalam hal mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan 

kebakaran, yakni; 

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024; 

2. Terwujudnya integritas, singkronisasi dan sinergitas pembangunan 

daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan; 

3. Terwujudnya konsistensi antar perencanaan, penganggaran 

pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan yang dicapai. 

4. Tercapainya pemanfaatan sumber daya manusia secara efesien, 

efektif, yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

5. Terpenuninya penambahan Pos Wilayah Manajemen Kebakaran 

(WMK) yaitu Pos Induk Purbalingga, Pos WMK Kecamatan 

Karangjambu, Bukateja, Kaligondang, dan Pos WMK Kecamatan 

Kejobong.  
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6. Terbentuknya UPTD Pemadam Kebakaran guna melaksanakan 

ketentuan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Teknis Daerah 

atau Pemadam Kebakaran berdiri secara mandiri Hasil Rakornas 

tanggal 5 Maret 2019 Pekanbaru Provinsi Riau. 

7. Terpenuhinya penambahan personil Pemadam Kebakaran. 

8. Tercukupinya sarana prasarana Satpol PP dan Pemadam kebakaran 

dalam mendukung pelayanan publik Trantibumtranmas dan Sub 

bidang kebakaran. 

9. Terlaksananya sosialisasi Perda yang menjadi kewenangan Satpol 

PP Kabupaten Purbalingga.. 
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Tabel III.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 
 

No. Tujuan Sasaran Indikator  
Kondisi 
Tahun 
2021 

Kondisi 
Tahun 

 2022 

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke 
Ket. 

2022 2023 2024 2025 2026 

1. Meningkatkan 
kondusifitas 
wilayah dan 
masyarakat 
yang tertib dan 
toleran 

 
 

Angka penurunan 
pelanggaran 
Trantibum 

27,99 12,78 22,07 21,90 21,52 20,93 20,44  

Menurunnya 
Angka 
pelanggaran 
Trantibum 

Angka pelanggaran 
Trantibum  

51,19 38,40 77,75 76,52 78,18 74,95 73,69  

Meningkatkan 
kualitas 
kelembagaan 
Satpol PP 

Nilai SAKIP Satpol PP 65,28 65 65 67 70 71 72  

2. Meningkatnya 
cakupan 
layanan 
kebakaran 
 

 Tingkat Waktu 
Tanggap (Respons 
Time Rate) 
penanganan 
kebakaran 

100 
 

97,73 40,00 
 

41,67 
 

43,33 
 

45,00 
 

46,67 
 

 

Terpenuhinya 
layanan 
kebakaran dan 
non kebakaran 

Persentase pelayanan 
kebakaran dan non 
kebakaran  

99,71 100 100 100 100 100 100  
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Tabel III.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 
2021-2026 

 

No. Tujuan Sasaran Indikator  
Kondisi 
Tahun 
2021 

Kondisi 
Tahun 

 2022 

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke 
Ket. 

2022 2023 2024 2025 2026 

1. Meningkatkan 
kondusifitas 
wilayah dan 
masyarakat 
yang tertib dan 
toleran 

 
 

Angka penurunan 
pelanggaran 
Trantibum 

27,99 12,78 22,07 48,14 46,71 45,74 44,47 Ada peru-
bahan 

Menurunnya 
Angka 
pelanggaran 
Trantibum 

Angka pelanggaran 
Trantibum  

51,19 38,40 77,75 76,52 78,18 74,95 73,69  

Meningkatkan 
kualitas 
kelembagaan 
Satpol PP 

Nilai SAKIP Satpol 
PP 

65,28 65 65 67 70 71 72  

2. Meningkatnya 
cakupan 
layanan 
kebakaran 
 

 Tingkat Waktu 
Tanggap (Respons 
Time Rate) 
penanganan 
kebakaran 

100 
 

97,73 40,00 
 

41,67 
 

43,33 
 

45,00 
 

46,67 
 

 

Terpenuhinya 
layanan 
kebakaran dan 
non kebakaran 

Persentase 
pelayanan 
kebakaran dan non 
kebakaran  

99,71 100 100 100 100 100 100  
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BAB IV 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP 

 

 

4.1. PROGRAM  

Dalam rangka mewujudkan tujuan sasaran dan arah kebijakan dalam 

hal ini perlu adanya wujud nyata seperti program dan kegiatan Satpol PP 

serta pendanaan yang tertuang dalam RKA Satuan Polisi Pamong Praja 

tahun 2024, terdiri dari 3 Program dan 11 Kegiatan serta 36 Sub Kegiatan, 

adalah sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum; 

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran 

Dan Penyelamatan Non Kebakaran. 

 

4.2. KEGIATAN  

Adapun rencana kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 

90 jo  Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi 

Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagai berikut : 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah, meliputi sub kegiatan: 

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan : 

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; 

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan 

sub kegiatan, yaitu : 

1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. 

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan: 
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1) Pengadaan  Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 

2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi; 

3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; 

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan : 

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor; 

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 

3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan; 

4) Fasilitasi Kunjungan Tamu; 

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan  

6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD.. 

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah, terdapat 1 (satu) sub kegiatan, yaitu: 

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi 

sub kegiatan : 

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 

3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah, meliputi sub kegiatan : 

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya. 

9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 

1  (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan : 

1) Pencegahan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum 

melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan 
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penyuluhan, peaksanaan patroli, pengamanan dan 

pengawalan; 

2) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum 

berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan 

penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; 

3) Kordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota; 

4) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan 

Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;dan 

5) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik 

Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum. 

10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan 

Bupati / Wali Kota, meliputi sub kegiatan : 

1) Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah; 

2) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah; dan  

3) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah. 

11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota , 

seperti : 

1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS. 

12. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam 

Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan seperti : 

1) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non 

Kebakaran; 

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, 

Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri. 

13. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran degan 

sub kegiatan, yaitu: 
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1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan 

Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.
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Tabel IV.1.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 

dan Prakiraan Maju Tahun 2025 

   
  

     lembar 1 dari 9 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) 
Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju 

Rencana Tahun 
2025 

 

Target 

Capaian 

Kinerja 

  

 

Target 

Capaian 

Kinerja 

 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 
Lokasi 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 

Dana 

 

 

 

 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  (10) 

1      URUSAN 

PEMERINTAHAN WAJIB 
YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN 

DASAR  

Pbg      

 

 

1 05     URUSAN 
PEMERINTAHAN 

BIDANG 
KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

SERTA 
PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

1. Angka penurunan 
pelanggaran 

Trantibum 
2. Angka pelanggaran 

Trantibum 

3. Nilai SAKIP Satpol 
PP 

4. Tingkat Waktu 

Tanggap (Respons 
Time Rate) 
penanganan 

kebakaran 
5. Persentase 

pelayanan kebakaran 

dan non kebakaran 

Pbg  8.143.724.000,00    

 

11.735.126.000,00,- 

1 05 01    PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH 

DAERAH 

Tingkat kesesuaian 

antar dokumen 
perencanaan dan 
penganggaran OPD 

Pbg 

 

7.259.792.000,00  

 

 

 

8.529.331.000,00 
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1 05 01 2.01   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Dokumen Perencanaan 
yang diserahkan tepat 
waktu sesuai ketentuan 

 100% 8.783.000,00    

 

15.956.000,00 

1 5 1 2.01 01  Penyusunan Dokumen 
Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Kab.Pbg, 
semua 

kecamatan, 
semua 

Kel./Desa 

1 dokumen  6.783.000,00   1 dokumen  

 

7.956.000,00 

1 05 01 2.01 07  Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Eval-
uasi Kinerja Perangkat 
daerah 

Pbg 4 dokumen 2.000.000,00   4 dokumen 

 

8.000.000,00 

1 05 01 2.02   
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

   5.309.410.000,00     6.290.091.000,00 

1 05 01 2.02 01 

 

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Kab.Pbg, 
semua 

kecamatan, 

semua 
Kel./Desa 

53 orang/bulan 5.208.088.000,00   53 
orang/bulan 

 6.170.790.000,00 

1 05 01 2.02 02 

 
Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 

ASN 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan 
Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 
ASN  

Kab.Pbg, 
semua 

kecamatan, 

semua 
Kel./Desa 

130 dok 76.322.000,00   130 dok  99.336.000,00 

1 05 01 2.02 04 

 Koordinasi Dan 

Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

Jumlah Koordinasi dan 

Pelaksanaan akutansi 
SKPD  

Kab.Pbg, 

semua 
kecamatan, 

semua 

Kel./Desa 

8 dokumen 25.000.000,00   8 dokumen  19.965.000,00- 

1 05 01 2.03  
 Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

   5.200.000,00     7.986.000,00- 

1 05 01 2.03 06 

 
Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada 
SKPD 

Jumlah laporan 

Penatausahaan Barang 
Milik daerah pada 
SKPD 

Pbg 12 Laporan  5.200.000,00 

  

12 Laporan 

 

7.986.000,00 

1 05 01 2.05 
  Administrasi 

Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 Pbg  4.220.000,00     210.056.000,00 

1 05 01 2.05 02 
 Pengadaan  Pakaian 

Dinas Beserta 

Perlengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan 

Pbg    
 

110 paket 
 

170.055.000,00 
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1 05 01 2.05 03 
 Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Terkirimnya peserta 
diklat  

Pbg 9 orang 4.220.000,00 
  

9 orang 
 

11.061.000,00 

1 05 01 2.05 04 

 

Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Sosialisasi 
Peraturan Perundang-

undangan 

Pbg     100 orang   28.940.000,00 

1 05 01 2.06  
 Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
   41.050.000,00     109.847.000,00 

1 05 01 2.06 01 

 Penyediaan Komponen 
Instalasi 

Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Kompo-
nen Instalasi 

Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Pbg 5 Paket 2.150.000,00   5 Paket  2.489.000,00 

1 05 01 2.06 04 
 

Penyediaan Bahan 
logistik kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Pbg 12 Paket 25.000.000,00   12 Paket  51.243.000,00 

1 05 01 2.06 06 

 Penyediaan Bahan 
bacaan dan peraturan 

perundang-undangan 

Jumlah Dokumen Ba-
han Bacaan dan 

Peraturan Perundang-
Undangan yang 
sediakan 

Pbg 732 dokumen 1.000.000,00   732 
dokumen 

 2.362.000,00 

1 05 01 2.06 08 
 Fasilitasi kunjungan 

tamu 
Jumlah Laporan Fasili-
tasi Kunjungan Tamu 

Pbg 24 Laporan  2.700.000,00   24 Laporan   
15.049.000,00 

1 05 01 2.06 09 

 Penyelenggaraan rapat 
koordinasi dan 
konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penye-
lenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Kon-

sultasi SKPD. 

Pbg 24 Laporan 4.200.000,00   24 Laporan  

27.591.000,00 

1 05 01 2.06 11 

 Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada 
SKPD 

Jumlah Dokumen 
Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pa-
da SKPD  

Pbg 12 Dokumen 6.000.000,00   12 Dokumen  11.113.000,00 

1 05 01 2.07  

 Pengadaan Barang 
Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

    
- 
     

25.000.000,00 

1 05 01 2.07 08 

 Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

pbg  

 

   2  unit 

  

25.000.000,00 
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1 05 01 2.08  
 Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 Pbg  1.317.030.000,00 
  

 

 1.503.372.000,00 

1 05 01 2.08 01 
 

Penyediaan jasa surat 
menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Pbg 12 Laporan 500.000,00   12 Laporan  1.678.000,00 

1 05 01 2.08 02 

 Penyediaan jasa 
komunikasi, sumber 

daya air dan listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan jasa 

komunikasi, sumber 
daya air dan listrik yang 
Disediakan  

Pbg 12 Laporan 49.545.000,00   12 Laporan  59.178.000,00 

1 05 01 2.08 03 

 Penyediaan jasa 
peralatan dan 
perlengkapan kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Peralatan Dan 

Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

Pbg 12 Laporan 3.225.000,000   12 Laporan  4.341.000,00 

1 05 01 2.08 04 

 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

Pbg 60 Laporan 1.263.760.000,00 

  

60 Laporan 

 

1.438.175.000,00 

1 05 01 2.09 

  Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 

Pbg 12 bulan 574.099.000,00 

  

12 bulan  391.663.000,00 

1 05 01 2.09 02 

 Penyediaan jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
pemeliharaan,pajak 
dan perizinan 

kendaraan dinas 
operasional atau 
lapangan 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipeli-
hara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya  

Pbg 43 unit 565.169.000,00 

  

43 unit 

 

344.716.000,00 

1 05 01 2.09 6 
 

Pemeliharaan peralatan 
dan mesin lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnyayang Di-

pelihara 

Pbg 

 

8.930.000,00 
  

buah 

 

17.000.000,00 

1 05 01 2.09 9 

 Pemeliharaan / 
rehabilitasi gedung 

kantor dan bangunan 
lainnya 

Jumlah GedungKantor 
dan Bangunan Lainnya 

yang Dipeliha-
ra/Direhabilitasi  

Pbg   

  

1 unit 

 

29.947.000,00 

1 05 02  

  PROGRAM 
PENINGKATAN 
KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

 

Pbg  825.155.000,00 

  

 

 

1.429.075.000,00 
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1 05 02 2.01 

  Penanganan 
Gangguan 
Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten / Kota 

 

Pbg 4500 kasus 791.655.000,00  

 

4500 kasus 

 

1.388.080.000,00 

1 05 02 2.01 15  Pencegahan Gangguan 
ketentraman dan 
ketertiban umum 

melalui deteksi dini dan 
cegah dini, pembinaan 
dan penyuluhan, 

peaksanaan patroli, 
pengamanan dan 
pengawalan 

Jumlah Kasus 
Gangguan Ke-
tenteraman dan Ket-

ertiban Umum yang 
Dicegah Melalui De-
teksi Dini dan Cegah 

Dini, Pembinaan dan 
Penyuluhan, Pelaksa-
naan Patroli, Penga-

manan dan 
Pengawalan 

Pbg 4500 kasus 541.340.000,00  

 

4500 kasus 

 

350.934.000,00  

1 05 02 2.01 16  Penindakan atas 

gangguan ketentraman 
dan ketertiban umum 
berdasarkan perda dan 

perkada melalui 
penertiban dan 
penanganan unjuk rasa 

dan kerusuhan massa 

Jumlah Kasus 

Gangguan Ke-
tenteraman dan Ket-
ertiban Umum ber-

dasarkan Perda dan 
Perkada Melalui Pen-
ertiban dan Pe-

nanganan Unjuk Rasa 
dan Kerusuhan Massa 
yang Dilakukan Penin-

dakan 

Pbg 4500 kasus 23.790.000,00   4500 kasus 

 

278.168.000,00 

1 05 02 2.01 03  Koordinasi Penyeleng-

garaan Ketenteraman-
dan Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 

Masyarakat Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Penye-
lenggaraan Ke-
tenteramandan Keterti-

ban Umum serta Per-
lindungan Masyarakat 
Tingkat Kabupat-

en/Kota  

 

Pbg 

 

10 dokumen 

 

5.450.000,00 

   

10 dokumen 

 

 

13.800.000,00 

1 05 02 2.01 05  Peningkatan Kapasitas 
SDM Satuan Polisi 

pamong Praja dan 
Satuan Perlindungan 
Masyarakat termasuk 

dalam pelaksanaan 

Jumlah SDM Satuan 
Polisi Pamong Praja 

dan Satuan Perlin-
dungan Masyarakat 
yang Ditingkatkan Ka-

pasitasnya 

Pbg 10 orang 9.900.000,00   110 orang 

 

188.123.000,00 
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tugas yang bernuansa 

hak asasi manusia 

1 05 02 2.01 06  Kerjasama antar 

Lembaga dan 
Kemitraan dalam 
Teknik Pencegahan 

dan Penanganan 
Gangguan 
Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Jumlah Dokumen Ker-

jasama antar Lembaga 
dan Kemitraan dalam 
Teknik Penegahan dan 

Penanganan Gangguan 
Ketentraman dan Ket-
ertiban Umum 

Pbg 1 dok 211.175.000,00   1 dok 

 

577.989.000,00 

1 05 02 2.02 

  Penegakan Peraturan 
Daerah Kabupaten / 

Kota dan Peraturan 
Bupati / Wali Kota 

   26.000.000,00    

 

40.955.000,00 

1 05 02 2.02 10  Sosialisasi Penegakkan 
Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala 
Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Sosial-

isasi Penegakan Per-
da/Perkada kepada 
Masyarakat/Kelompok  

Masyarakat/Pelaku 
Usaha 

Pbg 31 Laporan 
 

10.000.000,00   31 Laporan 
 

 

5.006.000,00 

1 05 02 2.02 11 

 Penanganan atas 
pelanggaran Peraturan 
Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Pe-
nanganan AtasPelang-

garan Peraturan Dae-
rah dan Peraturan Bu-
pati/Walikota yang 

Dapat Ditangani Sesuai 
SOP 

Pbg 60 laporan 8.000.000,00   60 laporan 

 

15.160.000.- 

1 05 02 2.02 12  Pengawasan atas 

kepatuhan terhadap 
pelaksanaan Peraturan 
Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan 
Pengawasan yang Dil-
akukan Terhadap 

Kepatuhan Terhadap-
Kepatuhan Pelaksa-
naan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Bu-
pati/Wali Kota  

Pbg 60 laporan 8.000.000,00   60 laporan 

 

10.789.000,00 

1 05 02 2.02 11 

 Penanganan atas 
pelanggaran Peraturan 
Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Pe-
nanganan AtasPelang-

garan Peraturan Dae-

Pbg 60 laporan 8.000.000,00   60 laporan 

 

15.160.000.- 
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rah dan Peraturan Bu-
pati/Walikota yang 
Dapat Ditangani Sesuai 

SOP 

1 05 02 2.03   Pembinaan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) Kabupaten / 
Kota 

   7.500.000,00    

 

10.000.000,- 

1 05 02 2.03 1 
 Pengembangan 

Kapasitas dan Karier 
PPNS 

Jumlah PPNS Pbg  2 laporan  7.500.000,00   2 laporan 

 

10.000.000,- 

1 05 04    PROGRAM 
PENCEGAHAN, 
PENANGGULANGAN, 

PENYELAMATAN 
KEBAKARAN DAN 
PENYELAMATAN 

NON KEBAKARAN 

Cakupan pelayanan 
bencana kebakaran 

Pbg  58.777.000,00    

 

1.776.720.000,00 

1 05 04 2.01   Pencegahan, 
Pengendalian, 

Pemadaman, 
Penyelamatan dan 
Penanganan Bahan 

Berbahaya dan 
Beracun Kebakaran 
Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Cakupan Pelayanan 
Penyelamatan dan 

evakuasi korban 
kebakaran dan non 
kebakaran 

Pbg  45.000.000,00 

 

  

 

1.706.822.000,00 

1 05 04 2.01 03  Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Keba-
karan dan Non Keba-
karan 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Kegiatan 
Kesiapsiagaan Petugas 
Piket dan Penyela-

matan/Evakuasi Saat 
Penanggulangan Ke-
bakaran dan Non Ke-

bakaran 

Pbg 60 dokumen   45.000.000,000   60 dokumen  

 

645.743.000,00  

1 05 04 2.01 06  Pengadaan Sarana dan 
Prasarana 

Pencegahan, 
Penanggulangan 
Kebakaran dan Alat 

Pelindung Diri 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Untuk 

Pencegahan dan Pe-
nanggulangan Keba-
karan dan Alat Pelin-

dung Diri yang Sah dan 
Legal Sesuai Standar 

Pbg 6 unit  

  

6 unit  

 

1.061.079.000,00 
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Teknis Terkait 

1 05 04 2.04 

  Pemberdayaan 

Masyarakat Dalam 
Pencegahan Keba-
karan 

 

Pbg 

 

13.777.000,00  

 

 

 

69.898.000,00 

1 05 04 2.04 01 

 Pemberdayaan 
masyarakat dalam 
pencegahan dan 

penaggulangan 
kebakaran melalui 
sosialisasi dan edukasi 

masyarakat 

Jumlah Warga 
Masyarakatyang 
Mendapatkan Sosial-

isasi Edukasi Pencega-
han dan Penanggulan-
gan Kebakaran Setiap 

Tahunnya 

Pbg 114 orang 13.777.000,00   114 orang  69.898.000,00 

Jumlah Total............................................................... 
   

8.143.724.000,00 
   

 
11.735.126.000,00 
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Lampiran : 1  
Hasil Sosialisasi Dan Pendampingan Fraud Risk Assesment (FRA) 
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Lampiran :2 
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Lampiran : 3 
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